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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan
No. 51/G/2019/PTUN.SBY Dalam Prespektif Figih Siyasah”, merupakan
penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus. Penelitian yang telah
dilakukan dalam penulisan skripsi ini untuk menjawab rumusan masalah, pertama
Bagaimana  analisis  pertimbangan  hakim terhadap  Putusan  No.
51/G/2019/PTUN.SBY, kedua Bagaimana Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY
ditinjau dari prespektif figih siyasah.

Pendekatan kasus dipilih karena keunikan kasus yang diputus oleh Hakim
dalam Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY adalah Hakim mengabulkan gugatan
penggugat untuk seluruhnya dan secara mutlak, dan kebanyakan kasus tentang
sengketa hasil pemilihan kepala desa yang diajukan ke PTUN Surabaya dalam
gugatannya kebanyak di tolak, di cabut dan gugatannya tidak diterima oleh
Pengadilan. Adapun bahan hukum berupa putusan dianalisis dengan menggunakan
teori yang terkait kewenangan Peradilan serta figih siyasah (wilayah al-mazalim).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam
memutus perkara didasarkan pada alat bukti yang kuat, khususnya terkait dengan
bukti perolehan suara terbanyak di TPS dengan jumlah pemilih terbesar
sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 112 Tahun 2014 jo Perbup No. 16
Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa. Kedua, ditinjau dari analisis prespektif
figih siyasah, praktek penyelesaian sengketa sebagaimana yang dilakukan oleh
Hakim PTUN, pada prinsipnya sejalan dengan fungsi ahlul hali wal aqdi, yang
mengkoreksi kezaliman penguasa atau pemimpin., "

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya diharapkan kepada
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta Panitia calon pemilihan kepala
desaseyogyanya lebih berhati-hati dalam menerbitkan KTUN terutama terkait
sengketa perolehan hasil pemilihan kepala desa.

Vi
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan pasal 1 ayat (3)
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya akan disebut sebagai UUD NRI 1945).> Indonesia sebagai
Negara Hukum, memiliki karakter yang bersifat mandiri. Kemandirian
tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang
dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita yaitu Negara Indonesia
adalah Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai
negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, pasti mempunyai
maksud dan tujuan tersendiri yaitu untuk mewujudkan'tata kehidupan
bernegara yang aman, tentram, isejahtera dan tertib. Dimana setiap
kedudukan hukum yang ada di masyarakat terjamin keselarasan,
keserasian dan keseimbangan antara masyarakat individual dan
masyarakat kelompok.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut paham
demokrasi. Suatu demokrasi akan terlaksana apabila terdapat kehendak
dan kemauan yang berasal dari rakyat, dan dilakukan oleh rakyat, serta

mendapat persetujuan dari rakyat, karena rakyat lah yang memegang

! pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
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kedaulatan negara. Adapun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur
yang terdapat dalam UUD NRI 1945.% Sistem pemerintahan presidensial
atau pemerintahan yang demokratis salah satu cirinya adalah kedudukan
eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun
dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan
rakyat.® Jadi, Pemerintahan yang demokratis harus selalu melibatkan
warga negara (rakyat) dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik
secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

UUD NRI 1945 sebagai hukum yang mengatur mengenai
organisasi negara Indonesia yang menetapkan struktur ketatanegaraan
memberikan legalitas terhadap keberadaan lembaga negara. Di Indonesia
sendiri mempunyai banyak lembaga negara yang tercantum di dalam
UUD NRI 1945, Terdapat 10 lembaga negara yang diatuf di dalam UUD
NRI 1945, diantaranya: Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden,
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA),
Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan
Umum (KPU), dan Pemerintahan Daerah semua lembaga atau organ
negara tersebut yang kewenangannya diberikan oleh UUD.

Pengaturan mengenai lembaga negara lebih lanjut diatur dalam

2 pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
¥ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Sinar
Bakti,1985), 176.
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undang- undang organik, termasuk lembaga peradilan yang ada di
Indonesia. Lembaga peradilan itu sendiri adalah suatu badan atau
organisasi yang tugasnya memutuskan suatu masalah. Salah satu
lembaga peradilan di Indonesia adalah Peradilan Tata Usaha Negara
(PTUN) yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*

Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dalam rangka memberikan
perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya
dirugikan akibat suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri yang mempunyai arti badan
yang berwenang dalam memeriksa dan memutuskan semua
persengketaan Tata Usaha Negara yang timbul akibat di keluarkannya
Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara terdapat didalam pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual,
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata™
Berbagai macam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat

* Ali Abdullah, Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tat Usaha Negara Pasca Amandemen,
(Jakarta : Kencana,2015), 3.
> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
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digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal ini disebabkan
berbagai macam perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara seperti perijinan,
(vergunning), dispensasi, konsensi, dan pengurusan surat-surat dituang
dalam bentuk keputusan (beschiking).® Peradilan Tata Usaha Negara
bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam melakukan tindakan hukum publik
badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai peranan sebagai
pelaku hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik.’
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 1
ayat :

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah badan atau
pejabat yang melaksanakan wurusan pemerintahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.”

Dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan daerah provi‘nsi, daerah kabupaten, kota mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi” 2

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwasanya Negara Indonesia
yang berbentuk negara kesatuan ini memberikan kewenangan kepada

daerah-daerah untuk mengatur dan mengurusi wilayahnya sendiri.

® Sri Pudyatmoko dan Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Kontrol
Pemerintah, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 1996),14.

" Ali Abdullah, Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tat Usaha Negara Pasca Amandemen,
(Jakarta : Kencana,2015), 6.

® pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945.
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Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah mengatur mengenai daerah otonom. Daerah otonom berhak
mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri- sendiri sesuai dengan asas
otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan
pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.’ Penjelasan diatas
menegaskan bahwa adanya hak dan kewenangan daerah untuk mengatur
dan mengurus daerahnya sesuai dengan asas dekonsentrasi,
desentralisasi, dan tugas pembantuan.’® Dengan berdasar ketiga asas
tersebut maka daerah berhak menjalankan pemerintahannya.'!
Berdasarkan aturan hukum yang ada, bahwasanya daerah berhak
mengatur dan mejalankan pemerintahannya sendiri. Dalam pengelolaan
pemerintah daerah yang sifatnya otonom, segala proses penyelenggaraan
diserahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan! pilkades yang
selanjutnya diatur oleh peraturan daerah masing-masing.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa merupakan, desa dan desa

® Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

10°C.S.T Kansil, & Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,
2008), 3-4.

! penjelasan tiga asas diatas yaitu Asas Dekonsentrasi adalah suatu asas yang menyatakan pelimpahan
wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala instansi yang tingkattannya lebih tinggi kepada Pejabat-
Pejabat Daerah yang tingkatannya dibawah nya tetapi tanggung jawabnya tetap pada Pemerintah Pusat.
Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan Pemerintahan dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangga daerah sendiri.

Asas Tugas Pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggung
jawabkannya kepada Pemerintah yang memberi tug
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adat atau yang juga di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa
adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ide ide
masyarakat, asal-usul, dan atau hak tradiisonal yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).*

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aturan hukum yang ada
dan menjelaskan bahwasanya urusan pemerintahan bisa diatur sendiri
oleh Pemerintah Desa karena sudah dilimpahkan wewenang Pemerintah
Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa. Dengan adanya
ketentuan tersebut, pastinya masyarakat desa perlu adanya seorang
pemimpin, untuk memimpin desanya agar berjalan sesuai dengan
peraturan hukum yang ada.

Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemapuan
dalam penyelenggaraan suatu kegiatan organisasi. Kepemimpinan
merupakan suatu bentuk dominasi yang didasari oleh kapabilitas atau
kemampuan pribadi, yaitu mampu mendorong dan mengajak orang lain
untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama. Kegiatan manusia

secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan. Jadi, kinerja

12 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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kepemimpinan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat.'®

Pemimpin yang ada di desa dan biasa disebut sebagai kepala desa
merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung
oleh masyarakat desa setempat. Kepala desa adalah pejabat pemerintah
desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
meyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, kepala
desa sebagai unsur penyelenggaraan di daerah kecil yaitu desa yang
dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi
persyaratan yang berlaku, dengan masa jabatan kepala desa 5 (lima)
tahun dengan ketentuan tata cara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab pada rakyat desa dan
prosedur pertanggung jawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui
Camat kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).*

Pemilihan Kepala Desa sebagai pesta demokrasi. Dalam
pelaksanaan Pemilihan Desa, ada tiga hal penting dalam prosesnya yaitu
aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi).

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diselenggarakan oleh Badan

3 Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemetintahan Desa, (Malang : Setara, 2012), 59.
4 pasal 1 ayat (6) Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014.
1> Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Peraturan Desa
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Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk memilih kepala desa dibentuk
panitia yang difasilitasi oleh BPD. Panitia Pemilihan Kepala Desa
(pilkades) ini terdiri oleh perangkat desa, pengurus lembaga desa dan
tokoh masyarakat desa, BPD melaksanakan fungsi pengawasan dalam
Pemilihan Kepala Desa, untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik,
dibantu oleh organisasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan
dasar atau rujukan dalam proses Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan
Kepala Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2014. Secara khusus Pemilihan Kepala Desa diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Nganjuk diatur melalui
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa. Sehingga
pemilihan Kepala Desa yang dilakukan di Desa Mojoduwur, Kecamatan
Ngetos, Kabupaten Nganjuk juga harus berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Bupati tersebut.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojoduwur telah dilaksanakan
pada tanggal 12 Februari Tahun 2019 jatuh di hari selasa dengan
pemilihan yang dilakukan secara serentak bersamaan dengan pemilihan
yang dilakukan di desa-desa yang lain. Pemilihan Kepala Desa dijadikan

sebagai pencerminan prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah
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rakyat diberikan kebebasan dalam memilih serta menentukan calon-
calon yang akan memimpin mereka beberapa tahun ke depan.
Munculnya berbagai reaksi masyarakat setelah pemilihan kepala desa di
daerah-daerah, di satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan
partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya, namun di sisi
lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa selama ini
masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.®

Terdapat beberapa pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) sehingga menimbulkan perselisihan dalam Pemilihan Kepala
Desa (Pilkades). Sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan apabila ada perselisihan dalam
Pemilihan Kepala Desa (Plkades) diselesaikan oleh Bupati atau
Walikota. Apabila Bupati atau Walikota tidak meyelesaikan masalah
Pilkades tersebut, bisa diselesaikan secara litigasi yaitu menggunakan
jalur Pengadilan.

Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa menyebutkan bahwa Bupati atau Walikota mengesahkan calon
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil

Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam bentuk

% Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Malang : Setara Press, 2015), 165.
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Keputusan Bupati atau Walikota.!” Di lanjut dalam ayat 6 dalam hal
terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati atau Walikota
wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat 5 di atas.*®
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan
Ngetos, Kabupaten Nganjuk, hari Selasa tanggal 12 Februari 2019
diikuti sebanyak 5 (lima) bakal calon Kepala Desa yaitu:
1. Muhajir, memperoleh 564 suara
2. Shinta Mitra Dewi S.Pd, memperoleh 509 suara
3. Sihat Raharjo, memperoleh 833 suara
4. Jumali, memperoleh 833 suara
Perolehan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang seri
membuat panitia kebhinggunan siapa yang akan dimenangkan dalam
Pemilihan Kepala Desa. Namun; di dalam laporan hasil Pemilihan
Kepala Desa (Pilkades) panitia memenangkan bakal calon nomor urut 4
yaitu Jumali, atas dasar Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang berbunyi :
“Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan

TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara
terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak™*®

7 pasal (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
'8 pasal (6) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
19 pasal 42 ayat (2) peraturan Menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014.
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Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling banyak ada di TPS 4 yaitu ada
743 suara, dari 4 bakal calon Kepala Desa tersebut suara paling banyak
ada pada bakal calon nomor urut 4 atas nama Jumali dengan perolehan
suara 463 suara. Dengan berdasar pada Pasal 42 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, maka Panitia Pemilihan
Kepala Desa (Pilkades) memenangkan calon nomor urut 4 yaitu Jumali.
Dalam laporan hasil perolehan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh
Panitia Pilkades diserahkan ke Badan Permusyawaran Desa (BPD),
tanpa harus mempertimbangkan terkait dengan adanya keberatan yang
diajukan oleh bakal calon nomor urut 3 yaitu Sihat Raharjo. Badan
Permusyawaratan Rakyat (BPD) langsung meneruskan laporan hasil
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan membuat surat keputusa
tertanggal 15 Februari 2019 Nomor: 06/BPD/11/2019, yang ditujukan
kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Ngetos.

Camat Ngetos langsung menindak lanjuti hal tersebut, Camat
Ngetos mengeluarkan Surat Nomor 141/087/411.510/2019. Hal
rekomendasi pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mojowuwur,
Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atas nama Jumali. Di waktu
yang sama pada Tanggal 15 Februari 2019 Bupati Nganjuk
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/270/K/411.012/2019
Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur

Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, atas
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nama Jumali. Tanpa memerlukan banyak pertimbangan apakah dalam
pelaksanaan Pilkades Desa Mojoduwur tersebut masih terdapat
perselisihan yang wajib diselesaikan terlebih dahulu atau tidak. Bupati
Nganjuk dengan begitu saja menerbitkan Surat Keputusan, padahal
dengan adanya perselihan dalam Pilkades tersebut mengharuskan adanya
penyelesaian terlebih dahulu oleh Bupati atau Walikota.

Demi Keadilan, bakal calon nomor urut 3 atas nama Sihat Raharjo
membawa perkara ini ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Surabaya. Perkara ini didaftarkan oleh Sihat Raharjo dan kuasa
hukumnya pada tanggal 22 april 2019 dengan Registrasi Perkara Nomor
51/G//2019PTUN.SBY, yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan
Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 yang dikeluarkan oleh
Bupati dan sekaligus menjadi  Tergugat dalam persidangan di PTUN
Surabaya.

Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintah yang adil dan
makmur bagi semua masyarakat, maka banyak pemikiran politik Islam
yang mengemukakan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan yang
ideal, yang mana hal tersebut tercermin dalam syarat-syarat untuk
menjadi seorang pemimpin. Meskipun gaya pemikiran mereka sedikit
ataupun banyak dipengaruhi banyak kultur dan budaya ketika masa
pemikiran politik tersebut hidup. Diantaranya para pemikir tersebut

adalah Al-Mawardi, Al-Ghozali, Abdul A’la Al-maududi, Al-Bagilani
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dan masih banyak lagi.”°

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk
menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan
penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan
mengembalikannya

kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak
hak nya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.?

Lembaga peradilan menurut para ulama figih merupakan lembaga
independent yang tidak mebedakan pihak-pihak yang bersengketa
dihadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu
Lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum
(al-wilayah al- ‘ammah).

Dalam surat An-nisa ayat : 65 dijelaskan bahwa:

Artinya : “maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak

beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang

2 Muhammad

Zaim Fakhri, Tinjauan Yuridis Dan Figih Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya

No. 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (agustus, 2019), 8-9.

2! 1bid., 29-30.
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mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka
sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka
menerima dengan sepenuhnya”.

Lembaga Peradilan dalam konsep Figih Siyasah dibedakan
menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut
meliputi wilayah al-gada, wilayah al-mazalim, dan wilayah al-hisbah.
Wilayah al-gada’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-
perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana.?* Wilayah
al-mazalim adalah Lembaga peradilan yang secara khusus menangani
kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap

hak-hak rakyat. Wilayah al-hisbah adalah suatu kekuasaan
peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan
wewennagnya lebih luas dari peradilan lainnya yaitu wilayah al-gada "%

Dengan adanya peradilan tersebut yang sudah di jelaskan dalam
hukum umum maupun hukum islam, bertujuan untuk mengayomi
masyarakat pencari keadilan, dan merasa tidak bisa menyelesaikan
secara damai, maka perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur
litigasi atau peradilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk

melakukan kajian mengenai hal tersebut. Untuk ini agar dapat

22 1hid., 32.
2 |bid., 33.
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komprehensif pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat
judul kajian, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 51/G/2019/PTUN.SBY TENTANG SENGKETA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PRESPEKTIF FIQIH

SIYASAH™

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah paparkan, maka dapat diidentifikasi

beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Identifikasi Masalah

Proses pemungutan hasil pemilihan kepala desa;

a.

b.

C.

Sengketa timbul dalam perhitungan hasil pemilihan kepala desa;
Surat keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019;
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY;

2. Batasan Masalah

a.

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor
51/G/2019/PTUN.SBY Tentang Sengketa Hasil Pilkades Desa;
Analisis Putusan Peradilan Tata Usaha NegaraNomor

51/G/2019/PTUN,SBY dalam prespektif figih siyasah;
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Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang dan
identifikasi masalah maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian
ini, yaitu:
1. Bagaimana Pertimbangan @ Hakim  Terhadap  Putusan  Nomor
51/G/2019/PTUN.SBY Tentang Sengketa Hasil Pilkades?
2. Bagaimana Prespektif Figih Siyasah terhadap Putusan Nomor

51/G/2019/PTUN.SBY?

Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau sebuah penelitian yang telah
dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan seputar masalah yang akan diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan' tidak terjadi
pengulangan atau plagiatisme dari kajian terdahulu.

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan kajian terdahulu yang
telah melakukan penelitian dengan objek kajian yang sama yaitu prihal tentang
pemilihan kepala desa.

Hal ini dilakukan untuk menghindari asumsi plagiasi diantaranya:
1. Tinjauan Yuridis Dan Figih Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya

No. 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa

Sidokepung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Jurnal ini ditulis

oleh Muhammad Zaim Fakhri, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
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Ampel Surabaya, dalam jurnal ini menjelaskan Pertimbangan Putusan
Hakim PTUN Surabaya dalam proses Pemilihan Kepala Desa.?
Sedangkan skripsi yang penulis angkat menjelaskan tentang hasil putusan
peradilan tata usaha negara untuk mebatalkan surat keputusan bupati
nganjuk, tentang calon terpilih menjadi kepala desa di desa mojoduwur.

2. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pilkades Pada Pilkades
Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2015 Prespektif Magashid Syari’ah, SKripsi ini ditulis
oleh Muhammad Sahal Mahfudz, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jurnal ini menjelaskan pemilihan
kepala desa secara serentak di Desa Condong Catur Kecamatan Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta penelitian dengan mengumpulkan data
empiris | (studi kasus).®  Sedangkan skripsi. yang penulis angkat
menggunakan penelitian normative (library reshect ).

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1.  Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor

?* Muhammad Zaim Fakhri, Tinjauan Yuridis Dan Figih Siyasah Terhadap Putusan PTUN Surabaya
No. 50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (agustus, 2019), 11.
% Muhammad Sahal Mahfudz, Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pilkades Pada Pilkades
Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015
Prespektif Maqgashid Syari’ah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
(September, 2015), 5.
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51/G/2019/PTUN.SBY Tentang Pemilihan Kepala Desa.
2. Untuk Menganalisis prespektif figih siyasah terhadap Putusan Nomor

51/G/2019/PTUN.SBY.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, diharapkan  penelitian ini dapat
membantu perkembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya tentang:
a. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor
51/G/2019/PTUN.SBY Tentang Pemilihan Kepala Desa.
b. Analisis Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY dalam prespektif figih
siyasah.
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau
sambungan ilmu dan pikiran terkait sengketa hasil pemilihan Kepala Desa
Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Menurut Putusan

Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY.

G. Definisi Operasional
Untuk memberikan gambaran yang jelas untukl menghindari

ketidakmengertian pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka
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penulis akan memberikan pengertian terhadap judul yang diangkat. Hal ini

dimaksudkan agar pembahasan tidak melebar serta menimbulkan

keridakpahaman. Untuk itu penelitian akan menjelaskan bebrapa istilah yang

merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY
Isi dari putusan tersebut, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019, penggugat
Sihat raharjo melawan Bupati Nganjuk. Di dalam putusan tersebut
menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal
Surat Keputusan Bupati Nganjuk. Mewajibkan tergugat untuk menerbitkan
Surat Keputusan Bupati Nganjuk Tentang Pengesahan dan Pengangkatan
Kepala Desa atas nama Sihat Raharjo

2. Sengketa hasil pemilihan kepala desa

Pemilihan kepala desa mojoduwur dilaksanakan pada tanggal 12

Februari 2019, hasil dari pemilihan tersebut draw atau seri antara Sihat
Raharjo dengan Jumali, tetapi hasil dari pemilihan tersebut dinyatakan yang
terpilin menjadi kepala desa adalah Jumali, dan disah kan melalui Surat
Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/270/K/411.012/2019, bermula dari
kejadian tersebut menimbulkan sengketa dan perkaranya diselesailan
melalui jalur pengadilan.

3. Figih siyasah
Pembahasan yang diangkat oleh penulis dalam figih siyasah lebih merujuk
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kepada wilayah al-mazalim. Wilayah al-mazalim merupakan Lembaga
peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam
melaksanakan tugasnya. Seperti pembuatan keputusan politik yang
merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan

pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.*

E. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Analis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan
Nomor51/G/2019/PTUN.SBY Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa
Dalam Presfektif Figih Siyasah, alasan mengapa penulis mengambil judul ini,
karena keunikan kasus yang diputus oleh Hakim dalam Putusan No.
51/G/2019/PTUN.SBYadalah Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk
seluruhnya dan secara mutlak, dan kebanyakan kasus tentangv' sengketa hasil
pemilihan kepala desa yang diajukan ke PTUN Surabaya dalam gugatannya
kebanyakan di tolak, di cabut dan gugatannya tidak diterima oleh Pengadilan.
Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana bagi rakyat dalam mewujudkan
kedaulatan yang yang dimiliki sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD NRI
dalam lingkup yang konkrit dan paling kecil ditingkat lokal, dan kasus sengketa
pilkades ini terjadi di Kota Nganjuk di kota penulis sendiri sehingga saya merasa

perlu untuk mengetahui penyelesaian secara hukum terhadap masalah tersebut.

% |mam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara...,., 33
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Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif , penelitian hukum
normatif adalah penelitian yang memaparkan secara lengkap, rinci, dan jelas dan
sisitematis tentang aspek-aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-
undangan dan teori hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus,
pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan? Tahap-tahap seperti berikut:
1. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
hukum sekunder. Data sekunder adalah bahan-bahan data yang
memberikan penjelasan terhadap literatur atau bahan pustaka yang
berkaitan dengan materi penelitian, sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer yaitu  bahan-bahan data yang:mengikat, dan
terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan, atau putusan

pengadilan meliputi:
1) UUD NRI 1945.
2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
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Pemilihan Kepala Desa.

5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang.

6) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala

Desa.

7) Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor

51/G/2019/PTUN.SBY.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan

penjelasan terhadap hukum primer meliputi:

1) Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

a)

b)

Tinjauan Yuridis Dan Figih Siyasah Terhadap Putusan
PTUN Surabaya No.50/G/2018/PTUN.SBY Tentang Proses
Pemilihan Kepala Desa Sidokepung Kecamatan Buduran

Kabupaten Sidoarjo.

Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pilkades Pada
Pilkades Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Prespektif

Magashid Syari’ah

2) Buku yang berkaitan dengan penelitian ini

a)

Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia oleh Muh Kusnardi

Dan Harmaily Ibrahim



b)

d)

e)
f)

9)
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Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara Pasca Amandemen oleh Ali Abdullah

Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Control
Pemerintah oleh Sri Pudyatmoko

Pemerintah Daerah Di Indonesia oleh C.S.T Kansil dan
Chrisriane S.T.Kansil

Penyelenggara Pemerintah Daerah oleh Moch Solekhan
Hukum Pemerintahan Desa oleh Ni’matul Huda

Hukum Tata Negara Islam oleh Imam Amruzi Jaelani

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder,

yaitu:

1)
2)
3)
4)
5

6)

Kamus hukum

Kamus besar Bahasa Indonesia
Jurnal

Koran

Artikel

Internet

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan

penelitian ini, maka penulis mengambil beberapa sumber yang diantaranya:

buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran dan internet. Adapun Teknik
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pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,
merangkum, menelaah, mencatat, dan menyimpulkan hal-hal yang
berhubungan dengan penelitian.

Dan juga penulis menggunakan penelitian verifikatif yang merupakan
jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil
penelitian sebelumnya, sehingga didapatkan hasil yang memperkuat atau
menggugurkan hasil penelitian sebelumnya.

Teknik Penyajian Bahan Hukum

Teknik penyajian bahan hukum yang digunakan adalah teknik
deskriptif. Teknik penyajian bahan hukum deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat gambaran atau
lukisan secara sistematis, factual, serta berkenaan dengan fakta-fakta yang
ada.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan
permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada, dimana selanjutnya
memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah

teori.

Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian sistematis dan mudah dipahami,
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maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1.

Bab I, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab 11, bab ini menjelaskan kajian landasan teori mengenai teori figih
siyasah

Bab I11, pertimbangan  hakim  dalam  Putusan ~ Nomor
51/G/2019/PTUN.SBY

Bab 1V, analis pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor
51/G/2019/PTUN.SBY

Bab V, kesimpulan yang merupakan bab penutup berisikan kesimpulan
dari semua pembahasan berupa jawaban ringkas dari rumusan masalah

yang dibahas dalam penelitian ini dan diakhiri dengan penyampaian saran.
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BAB Il

PENGERTIAN DAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA
NEGARADALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH (Wilayah Al-

Mazalim)

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum,
penyelenggaraan negara dengan perantaraan pemerintah harus berdasarkan hukum.?®
Penyelengara pemerintah dilaksanakan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki berdasarkan pengaturan yang sudah dibentuk dalam
Peraturan Perundang-Undangan. Penyelenggaraan pemerintahan meliputi semua
aktivas yang dilakukan oleh badan atau pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan
fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga
yudikatif serta yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut dalam UUD

NRI 1945 dan / atau Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
sebangai pengaturan baru dibudang hukum administrasi negara sebagai hukum materiil
bidang hukum administrasi negara dan sebagai dasar hukum penyelenggaraan

pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014 sebagai batu uji bagi Pengadilan Tata Usaha

%8 Hendrik Salmon, Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu
Pemerintahan Yang Baik, Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4, 2010, 1.
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Negara dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian objek gugatan. Di dalam UU
No. 34 Tahun 2014 terdapat pengaturan-pengaturan yang harus diseleraskan dengan
UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Hubungan hukum yang timbul antara hukum materiil dan hukum formil tersebut adalah
bersinergi satu terhadap yang lain agar system Peradilan Tata Usaha Negara dapat
terlaksana dengan baik, Peradilan Tata Usaha Negara melakukan pengujian terhadap
keputusan dan / atau tindakan abadan atau pejabat TUN berdasarkan Perundang-
Undangan yang sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi

pemerintahan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.?

A. Pengertian PTUN, Sengketa TUN, dan KTUN

Badan peradilan sudah ada sejak Indonesia merdeka, dan secara terus
menerus dan bertahap disempurnakan. Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung,
Peradilan Umum, Dan Terakhir Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dengan
Undang-Undang dan disempurnakan dengan Undang-Undang.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009, dan UU MA No. 3 Tahun 2004 jo UU MA
No. Tahun 1985 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa ada 4 lingkungan
peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum;

2. Peradilan Militer;

# paulus Effendi Lotulung, Tinjauan Furturistik Terhadap Kompetensi Dan Wewenang Mengadili
Peratun, Dalam Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan, Jakarta : Salemba Humanika, hal 201.
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3. Peradilan Agama;
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan yang tersebut terakhir ini baru diatur dengan Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986, yang sebelumnya diatur secara
integral. Sebelumnya, satu-satunya Peradilan Tata Usaha Negara yang terdapat
di Indonesia adalah Peradilan Administrasi dalam bijak perpajakan, yang diatur

oleh Majelis Pertimbangan Pajak, yang berkedududkan di Jakarta.

Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 4 UU No. 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satupelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara™

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan
pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yaitu:

1. Pengadilan tata usaha Negara
2. Pengadilan tinggi tata usaha Negara.
Pasal 5 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yaitu:

“Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha Negara berpuncak

.3

pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi”.



47

Sengketa antara individu dan masyarakat menyebabkan keseimbangan,
ketentraman masyarakat terganggu sehingga perlu segera diselesaikan. Sampai
belakangan ini terdapat suatu aparat Negara yang berwenang secara khusus
untukmenyelesaikan sengketa itu. Untuk maksud ini sangat diperlukan perdailan
tata usaha Negara, dan untuk ini dibentuk badan-badan peradilan yang
melaksanakan peradilan tata usaha Negara. Juga diperlukan peraturan-peraturan
tentang cara berpekara di hadapan pengadilan tata usaha Negara, jadi diperlukan

hukum acaranya.

Pengertian sengketa tata usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No. 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:®

“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata
usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata
usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Disamping itu dari ketentuan di atas dapat disimpulkan hal lain yaitu
perbuatan atau wewenang dari badan atau pejabat tata usaha Negara yang dapat
digugat oleh masyarakat hanyalah berupa keputusan (beschikking) dari badan atau
pejabat tata usaha Negara. Kita mengetahui bahwa wewenang pemerintah untuk

melakukan perbuatan tata usaha Negara selain untuk mengeluarkan keputusan

(beschikking) sebagaimana disebut di atas, juga meliputi perbuatan

% |bid, Pasal 1 angka 10.
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mengeluarkan peraturan (regeling) dan melakukan perbuatan materiil (materiil

daad).

Pengertian keputusan tata usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:**

“Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata

usaha Negara yang berdasrkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata”.

Dari pengertian keputusan tata usaha Negara diatas, terdapat unsur-unsur
mengenai keputusan tata usaha Negara, yaitu:*?

1. Badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan
daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

2. Tindakan hukum tata usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau
pejabattata usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata
usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban para orang lain.

3. Bersifat konkret artinya yang diputuskan dalam keputusan tata usaha Negara
itu tidak abstrak, tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya
keputisan mengenai rumah si A sebagai pegawai negeri.

4. Bersifat individual artinya keputusan tata usaha Negara itu tidak ditujukan

untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau

yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena

%! |bid, Pasal 1 angka 3.
%2 Indonesia, Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 5 Tahun 1986.LN No.
77, TLN No. 3344, Pasal 1 angka 3.
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putusan itu disebutkan.

5. Bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan
akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi
atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat
menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
Umpamanya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan

persetujuan dari badan administrasi kepegawaian Negara.

B. Tugas dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan dalam lingkup hukum
public, yang mempunyai tugas dan wewenang : “memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam
bidang hukum TUN antara orang dengan badan atau pejabat TUN (pemerintah)
baik pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN
(beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan
Perundang- Undangan yang berlaku. (vide Pasal 50 Jo Pasal 1 angka 4 UU No. 5
Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004).

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pembahasan mengenai
kewenangan yang dimiliki berkaitan erat dengan obyek sengketa yang harus

diperiksa, diputus dan diselesaikan. Obyek sengketa yang diperiksa adalah,
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penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual,
final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Sengketa tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), pertama
sengketa intern menurut Wicipto Setiadi, menyangkut persoalan kewenangan
pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antar
departemen / instansi lainnya, yang disebabkan tumpeng tindihnya kewenangan,
sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Kedua, sengketa ekstern
menurut Sjachran Basah dalam Victor Yaved Neno adalah sengketa antara
administrasi negara dan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan
sengketa administrasi negara dengan rakyat dengan unsur yang bersumber dari

peradilan administrasi murni.

Komptensi Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kewenangan
(kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Pasal 47 UU No. 5
Tahun 1986 menyebutkan bahwa :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara’.

Dari ketentuan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengadilan tata usaha
negara mempunyai fungsi peradilan. Ada beberapa cara untuk mengetahui

kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, memutus dan mengadili
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suatu perkara:

1.

Dapat dilihat dari pokok sengketanya (geschilpunt, fundamentum, petendi)
Apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka
sudah tentu yang berkompetensi adalah hakim biasa (hakim peradilan
umum). Apabila pokok sengkletanya terletak dalam lapangan hukum publik,
maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang
berkuasa (hakim PTUN).

Dengan melakukan pembedaan atas kewenangan mengadili dengan

pembagian kompetensi atas atribusi (absolute competentie atau atributie

van rechtsmacht) dan delegasi (relatieve competentie atau distributie van
rechtsmach) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.  Atribusi, yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat
bulat (absolut) mengenai materinya. Yang secara horizontal yaitu,
wewenang yang bersifat bulat; dan melekat dari suatu pengadilan
terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan
sederajat/ setingkat. Contoh : Pengadilan Administrasi terhadap
Pengadilan Negeri (Umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan
Militer. Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan
melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang
atau hirarki mepunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh: Pengadilan
Negari (umum), terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

b.  Distribusi, yang berkaitan dengan pembagian wewenang bersifat
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terperinci (relative) di antara badan-badan yang sejenis mengenai
wilayah hukum. Contoh: antara Pengadilan Negeri Surabaya dengan

Pengadilan Negeri Jakarta.

5. Pembagian atas komptensi absolut dan kompetensi relatif

a.

Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan
apa yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
Kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk
memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang timbul dalam
bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata
usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian. Dan tidak
dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai
batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-
undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau
pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 UU No. 5 Tahun
1986).

Kompetensi relatif, adalah kepegawaian dari pengadilan sejenis, yang
mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus
perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Peradilan Tata
Usaha Negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang mana yang berwenang
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untuk memeriksa, mengadili, danmemutus perkara tersebut.*®
Berkaitan dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara tersebut
diatas, dalam Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara disebutkan :

1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap
waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang
kewenangan absolut pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu,
makai a karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak
berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

2) Eksepsi tentang kewenangan relative pengadilan diajukan sebelum
disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus
diputus sebelum pokok sengkrta diperiksa.

3) Eksepsi lain yang tidak mengenai keweangan engadilan hanya dapat
diputus Bersama dengan pokok sengketa.

Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi relatif dari Peradilan

Tata Usaha Negara, harus disampaikan tergugat sebelum memberikan

jawaban atas pokok sengketa, apabila eksepsi itu disampaikan setelah

memberi jawaban ataspokok sengketa, maka eksepsi tersebut tidak lagi

diterima.®*

%3 UU Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 4.

34 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, ( Jakarta : PT Grafindo Persada,
1997), 30.



54

D. Pengertian Wilayah Al-Mazalim

Wilayah al-mazalim secara terminologi berarti kekuasaan pengadilan yang
lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa
kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-
kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap
rakyat biasa.®

Kata wilayah al-mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah
danal-mazalim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan,
dan pemerintahan. Sedangkan kata al-mazalim adalah bentuk jamak dari
mazlimah yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan
kekejaman.*® Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang secara
khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak
rakyat.Wilayah al-mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak
rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya dan juga
melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan
pemushahan dari badan-badan pemerintah baik dipusat maupun didaerah.*’
Menurut Al-Mawardi wilayah al-mazalim adalah Lembaga peradilan yang secara
khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak

rakyat. Wilayah al- mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak

% Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta : Amzah, 2012), 113.
36 H
Ibid.

37 Alaiddin Kotto, et al., Sejarah Peradilan Islam, Ed.1-2. (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 132.
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dari perbuatan zina para penguasa, pejabat dan keluarganya. Untuk
mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil mereka, dan untuk
menyelesaikan persengkataan antara penguasa dan warga negara. Yang
dimaksud penguasa dalam definisi ini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai
dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah. Dan Muhammad Igbal
mendefinisikan wilayah al-mazalim adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan
penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti perbuatan
keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat
serta pebuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.®® Definisi secara
operasional, gadi mazalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat
diputuskan oleh gadi dan mustahib, menunjau kembali putusan yang dibuat oleh
dua hakim tersebut atau menyelesaikan masalah banding.*

Al-nizam -al-mazalim atau wikayah al-mazalim yaitu {lembaga yang
bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban
hukum baik dilingkungan pemerintahan maupun dilingkungan masyarakat, dan
memutuskan perkara. Lembaga ini mempunyai 3 (tiga) macam hakim yang
mempunyai tugas yang berbeda-beda yaitu:

1. Al-gadi

Adalah bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum,

% Imam Amrusi Jaelani, Et Al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya : Mitra Media Nusantara,2013),

33.

% Jaelani Aripin, Peradilan Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Cet. 1 (Jakarta : Kencana,
2008), 168.
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menyelesaikan perkara sengketa, perselisinan, dan masalah wakaf. Pada
masalah ini disetiap wilayah diangkat beberapa hakim. Setiap perkara
diselesaikan menurut mazhab yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, gadi
Irak mengikuti madzhab Abu Hanifah, di Syam dan Maghrib (Afrika)
menurut mazhab Malik, dan di Mesir menurut mazhab Syafi’i.
Al-mustahib

Adalah bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum,
menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang perlu penanganan segera.
Al- mustahib juga bertugas menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar,
mengawasi ketertiban pasar, dan menghukum orang yang mempermainkan
hukum syariat,
Qadi al-mazalim atau shahib al-mazalim

Adalah bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan
oleh gadi dan mustahib, meninjau; kembali keputusan-keputusan yang
dilakukan oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding.
Badan ini memiliki mahkamat al-mazalim. Mahkamat al-mazalim memiliki
wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman,
baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut
penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara’ atau yang
menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan
tabbani (adopsi) khalifah. Karena undang-undang itu dapat dikatakan

sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu
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berarti memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberi keputusan

terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada

mahkamah al-mazalim, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan

seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam wilayah al-mazalim

mempunyai putusan yang final.

Mahkamat al-mazalim sidangnya selalu diselenggarakan di masjid

dan dihadiri oleh lima unsur sebagai anggota sidang yaitu:

a.

Para pembela dan pembantu sebagai juri yang sekuat tenaga berusaha
meluruskan penyimpangan-penyimpangan hukum.

Para hakim mempertahankan wibawa hukum dan mengembalikan hak
kepada uang berhak.

Para fugoha tempat rujukan gadi al-mazalim bila menhadapi kesulitan
dalam menyelesaikan masalah yang muskil dari segi hukum syariat.
Para katib mencatat pernyataan-pernyataan dalam sidang dan
keputusan sidang.

Para saksi memberi kesaksian terhadap masalah yang diperkarakan,
dan meyaksikan bahwa keputusan yang diambil hakim adalah benar
dan adil. Agar para hakim melaksanakan tugasnya tugasnya dengan
sebaik-baiknya, mereka diberi tunjangan yang tinggi dan dilarang

melakukan pekerjaan sampingan yang dapat mengganggu kelancaran
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tugasnya, seperti berdagang.*’

f.  Secara umum, dapat disimpulkan bahwa wilayah al-mazalim adalah
salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan
peradilan untuk mengurusi penyelesaian perkara perselisihan yang
terjadi antara rakyat dan negara. Selain itu menangani kasus-kasus
penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat tertinggi, bangsawan,

hartawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.**

E. Dasar Hukum Wilayah Al-mazalim

Al-gada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam,
prinsip- prinsip keadilan dalam Islam menjadi landasan pokok pelaksanaan
syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an an-Nisa (4) ayat 135
yang artinya Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpu terhadap dirimu sendiriatau
ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih
tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau

enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An- Nisa : 135).%

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani

perkara pernah dilakukan olen Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut

%0 3. syuyuthi pulungan, figih...,176.
* Alaiddin Kotto, et al., Sejarah..., 131.
*2 Qur’an in words, An-Nisa ayat 135.
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termaktub dalamsuratnya kepada Abu Musa al-Asy’ari yang kemudian menjadi

dasar peradilan moderm saat ini. Dari surat Umar tersebut ada 8 (delapan)

penggalan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penggalang kerangka dasar,
penggalang kerangka selanjutnya dan kerangka dasar peradilan Islam yang
pertama merupakan kerangkadasar, yang meliputi**:

1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh
Allah SWT dan suatu sunah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamilah
benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan
laksanakanlah jika benar.

2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang yang
tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan
manusi didalam majelismu, pandanganmu dan keputusanmu sehingga
bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang yang
lemahpun tidak berputusapan dari keadilan.

3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang
mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin
(terdakwa).**

Penggalang yang kedua yaitu penggalang kerangka dasar selanjutnya adalah:

1. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari

kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang

*® Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemah, Op.cit hal. 69.
* Basiq Djajil, Peradilan..., 14-15.
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haram atau mengharamkan barang yang halal.

2. Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul
ditangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia
dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia
tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Dengan cara memberikan
waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penanngguhan dan lebih
menjelaskan keadaan yang samar. Tidaklah akan menghalangimu suatu
keputusan yang engkau ambil pada sutu hari kemudian engkau meninjau
kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu
kembali kepada kebenaran itu adalah gadim yang tidak dapat dibatalkan
oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada
terus-menerus didalam kesesatan.*

Penggalangan yang ketiga adalah kerangka dasar peradilan Islam yaitu:

1. Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesame mereka,
kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang pernah
dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya
karena kerabat. Hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hamba-
hambanya dan melindungi mereka dari hukumanNya, kecuali ternyata
dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah.

2. Pahamilah dengan benar pesoalan yang dipaparkan kepadamu tentang

perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur’an atau sunah Nabi, kemudian

* Ibid., 15-16
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pergunakanlah giyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh-
contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang

terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.*

8 Ibid., 17-18.



G. Tugas dan Wewenang (Kompetensi) Wilayah Al-mazalim
Kompetensi absolut yang dimiliki oleh wilayah al-mazalim adalah
memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim tau
para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses
peradilannya. Seperti kedzaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat
khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan
wilayah al-mazalim lebih luas dari kekuasaan gada (hakim).
Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut wilayah al-
mazalim, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakadilan yang dilakukan para Gubernur terhadap rakyat dan
penindasan penguasa terhadap rakyat. wilayah al-mazalim tidak boleh
membiarkan kedzaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, ia harus
menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan, dan mencopot
mereka apabila tidak hisa berbuat adil. |

2. Kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintah dalam
penarikan pajak. Tugas wilayah al-mazalim adalah mengirim utusan
menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan
kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan
kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya

3. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat Islam
memercayakan kepada meraka dalam masalah harta benda. Tugas nadir

al- mazalim adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka

62



berdasrkan undang-undang yang berlaku.*’
Kewenangan wilayah al-mazalim selanjutnya yaitu:

1. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak
menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam
memberikan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas
nadir al-mazalim adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk
mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang
diambil bait al-mal.

2. Mencegah perampasan harta
Perampasan harta ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Ghusub al-Shultaniyyah adalah perampasan yang dilakukan oleh para
gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut
atau karena keinginannya untuk menzalimi. Tugas nadir' al-mazalim
adalah mencegah perbuatan zalim épabila belum dilakukan, dan bila
telah dilakukan maka tergantung pengaduan orang yang di dzalimi
tersebut.

b. Perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”

Dalam kondisi ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan
atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa
diambil kecuali dengan empat perkara yaitu:

a) Pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut.

4 Ibid.., 117.
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b) Perampasan tersebut diketahui oleh wali al-mazalim dan ia boleh
menetapkan hukum berdasar pengetahuannya.
c) Adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindakkezaliman
tersebut.
d) Adanya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut.
3. Mengawasi harta-harta wakaf
Harta wakaf ini ada 2 macam yaitu :
a. Wakaf Umum
Tugas nadir al-mazalim adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut
tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya
penyimpangan.
b. Wakaf Khusus
Tugas nadir al-mazalim adalah memproses perkara setelah adanya
pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut.
4. Menjalankan fungsi hakim
Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena
kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim,
nadhir al-mazalim harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang

lebih tinggi dari terdakwa.*®

Dapat disimpulkan bahwa mahkamah al-mazalim memiliki wewenang
untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang

menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyampingan

“8 Ibid.., 117-118.



khalifah terhadap hukum-hukum syara’ atau yang menyangkut makna salah satu
teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabbani (adopsi) khalifah. Karena
undang-undang ini dapat dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberiksn
keputusan dalam perkara itu harus memberikan keputusan terhadap perintah
penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada mahkamah al-mazalim,
atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti itu menunjukkan bahwa

peradilan islam dalam wilayah al-mazalim mempunyai keputusan yang final.*®

Mengenai kewenangan hukum antara wilayah al-mazalim dan wilayah al-
hisbah terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah hakim pada wilayah al-
mazalim memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mampu
diselesaikan peradilan biasa, dan memiliki kewenangan untuk menetapkan dan
mengeksekusi secara lansung, wilayah al-mazalim menangani kasus-kasus berat
yang berkaitan dengan hubungan pemguasa dan warga negara. Sedang}kan wilayah
al-hisbah tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara di tingakat
peradilan biasa, serta mempunyai kewengan yang terbatas, kasus-kasus yang
ditangani oleh wilayah al-hisbah adalah pelanggaran moral yang dilakukan oleh

warga negara.*®

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan
para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap
dianggap sebagai tindak kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi

wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut dengan gadi al-mazalim, artinya

9 Imam Amrusi Jaelani, et al., Hukum Tata..., 34.

% Ibid.., 34.
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perkara-perkara yang menyangkut masalah fikih al-mazalim, sehingga diangkat
menjadi gadi al-mazalim untuk menyelesaikan setiap tindakan yang merugikan

warga negara.>

Dalam proses persidangan wilayah al-mazalim dilengkapi dengan

perangkatperadilan yang terdiri dari :

1. Paraqadi atau perangkat gadi

2. Para ahli hukum (fugoha)

3. Panitera

4. Penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa pembantunya
5. Parapenguasa

6. Para saksi.

Kelengkapan wilayah al-mazalim dimaksudkan agar sidapg berjalan
dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus berat

yang menyangkut para pejabat negara.>

% |bid.., 34.
52 |pid.., 34.
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BAB Il

PUTUSAN NOMOR 51/G/2019/PTUN.SBY SENGKETA HASIL

PEMILIHAN KEPALA DESA

A. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 12 Februari 2019 tepat di hari Selasa berlangsungnya
waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Mojoduwur,
Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk dilaksanakan di 5 (lima) Tempat
Pemungutan Suara (TPS) dan ada 4 (empat) calon Kepala Desa dengan
perincian hasil perolehan suara dari masing-masing Calon adalah sebagai
berikut:

1. MUHAJIR memperoleh 564 suara
2. SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd memperoleh 509 suara
3. SIHAT RAHARJO (Penggugat) mempéroleh 833 suara

4. JUMALI memperoleh 833 suara

Pada saat proses perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) sampai pada perhitungan kotak suara di TPS 2 terdapat beberapa
surat suara yang memilih Sihar Raharjo (Penggugat) sebagai calon kepala
Desa nomor urut 3, namun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
dinyatakan tidak sah dengan alasan pada beberapa surat suara terdapat lebih
dari satu tanda coblos meskipun di dalam satu kotak dan beberapa surat suara
terdapat tanda coblos yang dianggap terlalu besar” sehingga terkait tindakan

Panitia Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) yang seperti itu, ada beberapa para
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saksi dari Cakades nomor urut 3 berkali-kali mengajukan protes/keberatan

tetapi, sama panitia Pilkades sama sekali tidak dihiraukan.

Kejadian yang sama juga dilakukan di TPS 3 bahwa jumlah pemilih
yang hadir untuk memberikan suara berjumlah 685 suara tetapi panitia
Pilkades hanya menghitung 684 suara, suara yang 1 dianggap hilang. Di TPS 3
Cakades nomor urut 3 yang bernama Sihat Raharjo (Penggugat) mendapatkan
84 suara tetapi sama Panitia Pilkades hanya ditulis 83 suara, surat suara yang

hilang adalah surat suara milik Cakades nomor urut 3.

Jumlah keseluruahan hasil Pilkades Desa mojoduwur Kecamatan
Ngetos, Kabupaten Nganjuk yang terdapat 5 TPS, hasilnya draw atau seri
antara Cakades nomor urut 3 Sihat Raharjo (Penggugat) dengan Cakades
nomor urut 4 Jumali. Tertapi yang dianggap menang oleh Panitia Pilkades
adalah Cakades nomor urut 4 JUMALI, tanpa harus memperhat"ikan adanya
perselisinan yang terjadi tersebut, Panitia Pilkades langsung menyampaikan
laporan hasil Pilkades tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Pada tanggal 15
Februari 2019 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengeluarkan Surat
nomor : 06/BPD/I1/2019, Hal : Usulan Calon Kepala Desa Terpilih untuk
disahkan menjadi “Kepala Desa” oleh Bupati Nganjuk melalui Camat Ngetos.
Tanpa harus mempertimbangkan terkait dengan keberatannya Cakades nomor
urut 3 Sihat Raharjo (Penggugat). Camat Ngetos juga mengeluarkan Suratnya
pada tanggal 15 Februari 2019 dengan nomor 141/087/411.510/2019, Hal :

Rekomendasi Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mojoduwur,
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Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atas nama Jumali.

Pada tanggal 15 Februari 2019 Bupati Nganjuk (Tergugat)
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang
Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos
Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019-2025 atas nama Jumali. Tanpa
mempertimbangkan atau memperhatikan mengenai keberatanya Sihat Raharjo
(Penggugat). Sehingga perkara ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor Registrasi

Perkara 51/G/2019/PTUN.SBY.

B. Putusan Nomor 51/G/2019/PTUN.SBY

1. Penggugat
Penggugat adalah Sihat Raharjo (calon kepala desa nov'mor urut 4),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun
Kanigoro RT 06 RW 02 Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten
Nganjuk. Memberikan kuasa kepada Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH. &
Partners.
2. Tergugat
Tergugat adalah Bupati Nganjuk, berkedudukan di JI. Basuki
Rahmat No 1 Nganjuk, Jawa Timur. Memberi kuasa kepada Putu Winasa,
SH., MM. & Partners.
3. Objek Sengketa

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang
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Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan
Ngetos, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, Tanggal 15
Februari 2019 Atas Nama : JUMALLI.
4. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, yang menjadi permasalahan adalah Surat Keputusan Bupati
Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten
Nganjuk masa jabatan 2019-2025 atas nama Jumali, sekaligus juga

menjadi Obyek Sengketa.

Pada dasarnya alasan Sihat Raharjo (Penggugat) memohon untuk
dinyatakan batal atau tidak sah keputusan obyek sengketa adalah karena
penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut telah melanggar peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan

yang baik antara lain:

a. Bahwa terdapat surat suara sah milik Sihat Raharjo (Penggugat) yang
dinyatakan tidak sah oleh panitia, sebagaimana keterangan saksi Mohamad
Sarifudin dan Sam Noris Djiwandono.

b. Bahwa terdapat kesalahan perhitungan pemilih yang hadir pada TPS 3
dengan jumlah keseluruhan surat suara yang dicoblos, yakni absensinya
berjumlah 685 pemilih, akan tetapi dihitung oleh panitia sejumlah 684
pemilih sebagaimana keterangan saksi Sriatun yang ditunjuk dengan bukti P-

17.
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c. Bahwa terdapat kesalahan penghitungan surat suara sah perolehan Sihat
Raharjo (Penggugat) di TPS 3 tersebut, yakni dicatat saksi Sihat Raharjo
(Penggugat) atas nama Sam Noris Jiwandono, dicatat Sihat Raharjo
(Penggugat) memperoleh 84 suara akan tetapi dicatat hasil perolehan

sebanyak 83 suara.

Penggugat tersebut telah diajukan bukti-bukti surat maupun saksi di
persidangan, bahkan Pengadilan sudah pula melakukan pembukaan kotak suara
dan telah diperiksa bersama sama semua pihak dalam persidangan yang terbuka
untuk umum. Setelah pengadilan membaca absensi pemilihan di TPS 3, ternyata
meskipun angka terakhir di absensi menunjukkan angka 685, akan tetapi ada satu
nomor yang dicoret, yang kemudian nomor urutnya tidak diulang tetapi tetap
dilanjut nomor urutnya oleh panitia, sehingga jumlah pemilih yang hadir tentu 684

sesuai catatan dari panitia dan jumlah suara yang dihitung di'plana.

Setelah dihitung dan diperiksa dipérsidangan, maka terdapat fakta
persidangan yang menyatakan surat suara Penggugat ternyata benar hanya 83
suara bukan 84 suara hal tersebut tentu sinkron dengan jumlah pemilih yang hadir
yaitu 684 pemilih, sebab jika ternyata surat suara untuk SIHAT RAHARJO
(Penggugat) adalah 84 maka tidak berkesusaian dengan jumlah pemilih yang hadir
atau kurang satu suara, akan tetapi di persidangan ternyata jumlahnya adalah

sesuai dengan catatan di plano.

Sihat Raharjo (Penggugat) juga mempermasalahkan penunjukan Jumali
sebagai pemenang pemilihan kepala desa, padahal jumlah suara antar Sihat

Raharjo (Penggugat) dengan Jumali adalah seimbang atau sama yaitu 833 suara.
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Alasan penentuan Jumali sebagai pemenang tersebut ditetapkan oleh Camat
Ngetos dengan berdasarkan Pasal 68 ayat 2 Peratiran Bupati Nganjuk No. 16
Tahun 2017, sebagaimana juga didalam laporan Ketua Panitia Pemilihan Desa

Mojoduwur kepada BPD Mojoduwur.

Didalam pasal 68 ayat 2 Perbup Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut menyatakan
* dalam hal calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang
sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih
terbanyak” dan ketentuan tersebut mengacu dan sama persis dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

terdapat didalam pasal 42.

Peraturan dasar penentuan pemenang pemilihan kepala desa fersebut juga
termuat didalam konsideran “mengingat” dan “memperhatikan” pada keputusan
obyek sengketa. Apabila berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan berpendapat
ada 2 pemahaman mengenai konteks kategori “pemilih” apakah jumlah pemilih
terbanyak tersebut merupakan jumlah pemilih dalam DPT atau jumlah pemilih

yang hadir dalam satu TPS.

Apabila konteks Pemilih merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT
maka dari ke 5 TPS jumlah DPT terbanyak adalah TPS 4 dengan jumlah suara
terbanyak adalah Jumali, dengan DPT 920 orang. Apabila konteks pemilih
merupakan jumlah pemilih yang hadir yang mempunyai jumlah pemilih yang

paling banyak diantara TPS lainnya yakni ada 776 pemilih yang di menangkan
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oleh Sihat Raharjo (Penggugat) dengan jumlah suara paling banyak diantara

Cakades yang lainnya.

Definisi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, maka yang disebut
dengan pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa,
sedangkan Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh
panitia pemilih sebgai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih

dalam pemilihan kepala desa.

Didalam pemahaman/interpretasi diatas, Pengadilan berpendapat bahwa
dasar hukum Camat Ngetos, Panitia pemilihan kepala desa mojoduwur, BPD
mojoduwur maupun Bupati Nganjuk tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu
terdapat didalam pasal 42 Permendagri No. 112 Tahun 2014 diubah dengan
Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, seﬁingga pasal
42 ayat (2) tersebut berbunyi “dalam hal calon kepala desa yang memperoleh
suara terbanyak lebih daril (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan
WILAYAH PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS”. Ayat

selanjutnya memerintahkan Bupati Nganjuk umtuk mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian peraturan dasar penentuan Jumali sebagai pemenang
tidak dapat digunakan lagi, seharusnya Bupati Nganjuk mengacu pada
Permendagri No 65 Tahun 2017 yang artinya oleh karena TPS dipemilihan Kepala
Desa Mojoduwur ditetapkan perwilayah Dusun, maka pemenang Pemilihan
Kepala Desa harus ditetapkan peraih suara terbanyak pada TPS degan jumlah

Dusun Terluas di Desa Mojoduwur.
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Berdasarkan Bukti P-20 maka Dusun paling luas adalah Dusun Kanigoro

yang berada di TPS 2, dan hasil pemilihan paling banyak adalah SihatRaharjo

(Penggugat) dengan hasil 329 suara, sedangkan Jumali hanya memperoleh 10

suara, maka dengan demikian secara hukum seharusnya yang ditetapkan menjadi

pemenang adalah Sihat Raharjo (Penggugat).

1. Amar Putusan

a.

b.

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Batal Keputusan Bupati Nganjuk ~ Nomor
188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan
Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa
Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Jumali.
Mewajibkan  Tergugat untuk ' mencabut Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor  188/270/K/411.012/2019 | Tentang  Pengesahan  Dan
Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten
Nganjuk masa jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama
Jumali

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk
Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur
Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 atas
nama Sihat Raharjo.

Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 440.000,-

(Empat ratus empat puluh ribu rupiah).
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BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR

51/G/2019/PTUN.SBY TENTANG SENGKETA HASIL PEMILIHAN

KEPALA DESA DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Analisis  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Putusan = Nomor

51/G/2019/PTUN.SBY Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten

Nganjuk berlangsung pada tanggal 12 Februari 2019 tepat di hari Selasa, dan

dilaksanakan di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan ada 4 calon

Kepala Desa dengan perincian hasil perolehan suara dari masing-masing

Calon adalah sebagai berikut:

1. MUHAJIR memperoleh 564 suara

2. SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd memperoleh 509 suara

3. SIHAT RAHARIJO (Penggugat) memperoleh 833 suara

4. JUMALI memperoleh 833 suara

Jumlah keseluruahan hasil Pilkades Desa mojoduwur Kecamatan Ngetos,
Kabupaten Nganjuk yang terdapat 5 TPS, hasilnya draw atau seri antara
Cakades nomor urut 3 Sihat Raharjo dengan Cakades nomor urut 4 Jumali.
Tetapi yang dianggap menang oleh Panitia Pilkades adalah Cakades nomor
urut 4 atas nama JUMALLI, dengan alasan berdasar pada aturan hukum yang

ada yaitu berdasarka Pasal 68 ayat (2) Perbup Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017
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tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa
tersebut menyatakan “ dalam hal calon kepala desa terpilih yang memperoleh
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa TPS lebih dari
1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS
dengan jumlah pemilih terbanyak™ dan ketentuan tersebut mengacu dan sama
persis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Kepala Desa terdapat didalam pasal 42. (pemilih yang
terdaftar dalam DPT dari ke 5 TPS jumlah DPT terbanyak adalah di TPS 4
dengan jumlah suara terbanyak adalah Jumali (calon kepala desa no. urut 4)

dengan DPT 920 orang).

Tanpa harus memperhatikan adanya perselisihan yang terjadi tersebut,
Panitia Pilkades langsung menyampaikan laporan hasil Pilkades tersebut
kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojoduwur,v' Kecamatan
Ngetos, Kabupaten Nganjuk. laporannya dimenangkan oleh calon kepala desa
dengan nomor urut 4 atas nama JUMALI. Seketika itu juga Badan
Permusyawaran Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang Usulan Calon
Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi “Kepala Desa” oleh Bupati
Nganjuk melalui Camat Ngetos. Pada tanggal 15 Februari 2019 Bupati
Nganjuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188/270/K/411.012/2019
Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan
Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019-2025 atas nama Jumali. Tanpa
harus mempertimbangkan terkait dengan adanya keberatan yang diajukan oleh

calon kepala desa nomor urut 3 atas nama Sihat Raharjo. Karena ada salah
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satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati
Nganjuk maka dari itu perkara ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya pada tanggal 23 April 2019.

Sengketa pemilihan kepala desa bisa dikategorikan sebagai sengketa Tata
Usaha Negara, karena pemerintah dalam hal ini Bupati/ Kepala Daerah dari
Kabupaten itu bisa dikatakan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang dapat mengeluarkan keputusan terkait dengan Hukum Tata Usaha
Negara, dan keputusan tersebut ditujukan oleh perorangan atau badan hukum
perdata, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sengketa tersebut bisa

diselesaikan oleh peradilan yang berwajib yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut dari PTUN terdapat dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun
1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tafa usaha negara. Yang dimaksud
dengan sengketa tata usaha negara tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 adalah
sengketa yang timbul dalam bidan tata usaha negara antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha
Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dari ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 ini
terlihat bahwa kompetensi PTUN sangat sempit, hanya berkaitan dengan

Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan masyarakat. Keputusan
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sebagaimana diketahui harus bersifat konkret, individual, dan final, selain dari

pada itu PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.

Dengan penjelasan kewenangan absolut PTUN diatas, sengketa yang
penulis analisis itu menjadi kewajiban PTUN untuk menyelesaikan sengketa

tersebut diantaranya :

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan
Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa
Jabatan 2019- 2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Jumali.

2. Pejabat TUN : Bupati / Kepala Daerah yang bisa mengeluarkan sebuah
keputusan

3. Konkret, individual dan final : Surat Keputusan tersebut dglam bentuk
tertulis, dan jelas didalamnya ada tulisan “Tentang Pengesahan Dan
Pengangkatan Kepala Desa MojoduWur Kecamatan Ngetos Kabupaten
Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama

Jumali”.

Sehingga perkara tersebut di daftarkan oleh Sihat Raharjo (calon
kepala desa no. urut 3) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena
PTUN hanya ada di Ibu Kota, pada tanggal 23 April 2019 dengan Nomor
Registrasi Perkara 51/G/2019/PTUN.SBY, karena Sihat Raharjo (Penggugat)
merasa bahwa dirinya dirugikan dengan keluanya Surat Keputusan Bupati

Nganjuk. Dan perkara tersebut di putus oleh Hakim PTUN Surabaya dengan
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Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY, menyatakan batal Keputusan Bupati
Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan
Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten

Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Jumali.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya terdapat 2 pemahaman
mengenai konteks kategori “pemilih” apakah jumlah pemilih terbanyak
tersebut merupakan jumlah pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau
jumlah pemilih yang hadir dalam satu TPS. Apabila, konteks Pemilih
merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT maka dari ke 5 TPS jumlah
DPT terbanyak adalah TPS 4 dengan jumlah suara terbanyak adalah Jumali
(calon nomor urut 4), dengan DPT 920 orang. Apabila konteks pemilih
merupakan jumlah pemilih yang hadir yang mempunyai jumlah pemilih yang
paling banyak diantara TPS lainnya yakni ada 776 pemilih yang div' menangkan
oleh Sihat Raharjo (calon nomor urut 3) dengan jumlah suara paling banyak
diantara Cakades yang lainnya. Definisi berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan, maka yang disebut dengan pemilih adalah penduduk desa yang
bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih
dalam pemilihan kepala desa, sedangkan Daftar Pemilih Tetap adalah daftar
pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilih sebagai dasar penentuan

identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.

Didalam pemahaman/interpretasi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa
dasar hukum Camat Ngetos, Panitia pemilihan kepala desa mojoduwur, BPD

mojoduwur maupun Bupati Nganjuk tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu
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terdapat didalam pasal 42 Permendagri No. 112 Tahun 2014 diubah dengan
Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga
pasal 42 ayat (2) tersebut berbunyi “dalam hal calon kepala desa yang
memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih
ditetapkan berdasarkan WILAYAH PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH
LUAS”. Dengan demikian peraturan dasar penentuan Jumali (cakades no. urut
4) sebagai pemenang tidak dapat digunakan lagi, seharusnya Bupati Nganjuk
mengacu pada Permendagri No 65 Tahun 2017 yang artinya oleh karena TPS
dipemilihan Kepala Desa Mojoduwur ditetapkan perwilayah Dusun, maka
pemenang Pemilihan Kepala Desa harus ditetapkan peraih suara terbanyak
pada TPS dengan jumlah Dusun Terluas di Desa Mojoduwur. Berdasarkan
bukti di pengadilan, Dusun yang paling luas di Desa Mojoduwur adalah Dusun
Kanigoro yang berada di TPS 2, dan hasil pemilihan paling banyak adalah
Sihat Raharjo (calon nomor urut 3) denganihasil 329 suara, sedangkan Jumali
(calon nomor urut 4) hanya memperoleh 10 suara, maka dengan demikian
secara hukum seharusnya yang ditetapkan menjadi pemenang adalah Sihat

Raharjo (calon nomor urut 4).

Berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 65 Tahun 2017 perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “Dalam hal calon
kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang,
calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih

luas”. Maka dari itu Putusan Pengandilan mewajibkan Bupati Nganjuk untuk
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mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019
Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan
Ngetos Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2019-2025 tanggal 15 Februari 2019
atas nama Jumali, dan mewajibkan untuk mengubah Surat Keputusannya dari
nama Jumali menjadi Sihat Raharjo sebagai calon kepala desa terpilih di Desa
Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan masa jabatan

2019-2025.

Berdasarkan analisis Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY tentang Sengketa
Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk
agar Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah lebih selektif terhadap
kepastian hukum. Menurut Abdul Rachmat Budiono didalam bukunya yang
berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa kepastian hukum bukan
merupakan tujuan hukum melainkan sesuatu yang harus ada apat;ila keadilan
dan ketentraman hendak diciptakan. Indikator adanya kepastian hukum suatu
negara itu sendiri adalah adanya perundang-undangan yang jelas dan
perundang-undangan tersebut diterapkan dengan baik oleh hakim maupun

petugas hukum lainnya.

. Analisis dalam Prespektif Figih Siyasah terhadap Putusan Nomor
51/G/2019/PTUN.SBY
Figih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat

dan negara dengan segala bentuk hukumnya yang sejalan dengan syari’at
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untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Figih siyasah kerap kali dikenal
sebagai llmu Hukum Tata Negara yang dalam hal ini berada pada konsep
Negara Islam. Didalam Islam menjelaskan tentang pedoman dalam memilih
pemimpin yang baik Dalam A-Qur’an, Allah SWT memerintahkan umat Islam
untuk memilih pemimpin yang baik dan beriman, sebagaimana firman Allah
dalam (Q.S. At Taubah : 9 ayat 23).

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu jadikan bapak-
bapak dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin-pemimpinmu, jika mereka
lebih mengutamakan kekafiran dan keimanan. Dan siapa di antara kamu
menjadikan mereka menjadi pemimpin, maka mereka itulah orang- orang
yang zalim.

Figih siyasah mengkaji mengenai proses pengangkatan seorang pemimpin
didalam Islam merupakan perkara yang mutlak yang harus dilaksanakan
berdasarkan syari’ah, karena itu mengatur hubungan antara manusia dengan
manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga maupun negara
dengan negara sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang ada. Oleh karena
itu dalam pemilihan seorang pemimpin/ kepala desa harusnya dilakukan
seleksi yang paling selektif untuk terpilih menjadi seorang pemimpin karena
memangku jabatan itu adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan sesuai
dengan misi yang diembannya. Firman Allah dalam (Q.S Annisa’: 4 ayat 85).
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia suapaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.”

Berdasarkan dalil diatas, maka Islam telah memberikan konsep dalam

memilih pemimpin yang baik sebagaimana penyusun lansir dari konsepnya al-
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Mawardi, hendaknya umat Islam dimana dan kapan saja memilih pemimpin
yang memiliki integritas moral yang tinggi ( jujur, amanah, berakhlak baik,
dan adil), memiliki ilmu dan wawasan yang luas, tidak cacat fisiknya, punya
wawasan politik dan kemampuan mengatur rakyat, ahli strategis dan
keberanian, ketabahan sampai pada tingkat sanggup mempertahankan
kehormatan dan berjihad melawan musuh, dan mempunyai garis keturunan

Quraisy (tidak dipandang sebagai syarat keharusan).

Didalam literatur Islam cara mengangkat khulafaur rasyidin memang

berbeda-beda cara pengangkatannya salah satunya yakni :

a. Biat In’igad, yakni baiat yang menunjukkan legalitas orang yang
baiat sebagai khalifah, pemilik kekuasaan, berhak ditaati, ditolong,
dan diikuti.

b. Baiat ‘Ammah / Baiat Tha’ah, yakni baiat Kaum Muslim terhadap

Khalifah terpilih dengan memberikan ketaatan kepadanya.

Pemilihan kepala desa yang sudah diatur didalam peraturan pemerintah
maupun peraturan agama islam memiliki tujuan yang sama yaitu bersama-
sama bertujuan untuk memilih pemimpin yang akan mengayomi
masayarakat dan membawa desa ke arah yang lebih baik lagi. Namun,
bagaimana jika proses pemilihan kepala desa yang akan menimbulkan
sengketa serta konflik yang berkepanjangan, adapun cara penyelesaian
sengketa didalam Islam itu dilakukan dengan cara mediasi / musyawarah.

Sedangkan di Indonesia yang merupakan negara hukum, maka
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penyelesaian sengketanya harus melalui jalur hukum yaitu dengan jalur
Pengadilan atau Litigasi. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam
Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten
Nganjuk menjadi tanggung jawab Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena
sengketa atau permasalah yang timbul dalam pemilihan kepala desa
tersebut adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat
Pemerintahan secara sepihak tanpa menghirauan keberatan yang diajukan
oleh salah satu calon kepala desa. Dalam permasalah tersebut yang
melibatkan Pemerintah Daerah (Bupati) dengan calon kepala desa
Mojoduwur dalam figih siyasah diselesaikan oleh lembaga Peradilan atau
bahasa Islamnya bisa disebut dengan lembaga wilayah al-mazalim.
Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus
menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak
rakyat. Wilayah al-mazalim didirikan /dengan tujuan untuk memelihara
hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan
keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk
penganiayaan, penindasan, dan pemusnahan dari badan-badan pemerintah

baik dipusat maupun didaerah.

Wilayah al-mazalim memiliki kompetensi absolut untuk memutuskan
perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim
tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya.
Seperti kedzaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat khalifah, pegawai

pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan wilayah al-mazalim

84



lebih luas dari kekuasaan gada (hakim). mahkamah al-mazalim memiliki
wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman,
baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah
penyampingan khalifah terhadap hukum-hukum syara’ atau yang
menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuali
dengan tabbani (adopsi) khalifah. Karena undang-undang ini dapat
dikatakan sebagai perintah penguasa, maka memberiksn keputusan dalam
perkara itu harus memberikan keputusan terhadap perintah penguasa.
Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada mahkamah al-mazalim,
atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti itu
menunjukkan bahwa peradilan islam dalam wilayah al-mazalim

mempunyai keputusan yang final.

Menurut' al-Mawardi dalam* kitab ' Al-Ahkam as-SuIthaﬁiwah salah
satu dari kekuasaan hakim adalah memutuskan perselisihan, pertengkaran
dan konflik, dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara
secara suka rela, atau memaksa keduanya berdamai. Mengambil hak-hak
dari orang-orang yang menundanya kemudian memberikannya kepada
yang berhak menerimanya, setelah terbukti ia sebagai pemiliknya dengan
dua hal, yakni : pengakuan dan barang bukti. Islam memerintahkan dalam
menetapkan hukum diantara manusia haruslah berlaku adil, karena
kedudukan adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros

politik keagamaan. Allah berfirman didalam Q.S. An-Nisa’ ayat 58.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”.

Ketika Penguasa / Pemerintah memutuskan secara sepihak tanpa
menhiraukan keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa no. urut 4,
dan cara memutusakan tersebut hanya merujuk pada beberapa sumber
hukum dan tidak mencari sumber hukum yang lain, maka dari itu Surat
Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati / Penguasa dinyatakan batal oleh
Putusan Pengadilan karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku, maka ia harus menerima dan menaati atas

Putusan Pengadilan tersebut.

Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan iqdividu baik
dilakukan para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta
kebijakannya, tetap dianggap sebagai ﬁndak kezaliman tersebut, ataupun
orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, yang disebut
dengan gadi al-mazalim, artinya perkara-perkara yang menyangkut
masalah fikih al-mazalim, sehingga diangkat menjadi gadi al-mazalim
untuk menyelesaikan setiap tindakan yang merugikan warga negara.
Dalam proses persidangan wilayah al-mazalim dilengkapi dengan

perangkat peradilan yang terdiri dari :
1. Paraqadi atau perangkat gadi

2. Para ahli hukum (fugoha)
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3. Panitera

4. Penjaga keamanan (polisi peradilan) dan beberapa pembantunya
5. Para penguasa

6. Parasaksi.

Kelengkapan wilayah al-mazalim dimaksudkan agasr sidang berjalan
dengan lancar, karena kasus yang ditangani peradilan ini adalah kasus-kasus

berat yang menyangkut para pejabat negara.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian
sengketa Tata Usaha Negara dengan No. Registrasi Perkara
51/G/2019/PTUN.SBY dan juga melihat dasar hukum dan pertimbangan
hakim terhadap perkara tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam
memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan syari’at Islam.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari analisis yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan No. 51/G/2019/PTUN.SBY, bahwa yang berhak menjadi
Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk adalah
Sihat Raharjo (Cakades no. 3 / Penggugat), berdasarkan pertimbangan
hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berdasar kepada
Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku yakni pasal 42 ayat (2)
Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut
berbunyi “dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak
lebih daril (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan WILAYAH
PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS”. Berdasarlan bukti di
persidangan maka Dusun paling luas adalah Dusun Kanigoro, dan hasil
pemilihan paling banyak adalah Sihat Raharjo (Cakades no.3 / Penggugat)
dengan hasil 329 suara, sedangkan Jumali (Cakades no.4) hanya
memperoleh 10 suara, maka dengan demikian secara hukum seharusnya
yang ditetapkan menjadi pemenang adalah Sihat Raharjo (Cakades no.3 /

Penggugat).

2. Dalam aturan hukum islam / figih siyasah sudah diperjelas dengan adanya

wilayah al-mazalim atau lembaga peradilan yang secara khusus menangani
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kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.
Karena didalam proses persidangan yang dilakukan oleh PTUN Surabaya
sudah sesuai dengan ajaran Islam diantaranya adanya para gadi (hakim),
para fugoha (ahli hukum), panitera, penjaga keamananan, para penguasa
dan para saksi. Itu adalah kelengkapan persidangan sesuai dengan ajaran

Islam.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat

memberi saran sebagai berikut:

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa serta Panitia
calon pemilihan kepala desaseyogyanya lebih berhati-hati dalam
menerbitkan KTUN terutama terkait sengketa perolehan hasil pemilihan

kepala desa.

3. Diharapkan kepada Hakim di PTUN Surabaya untuk mempertahankan
metode penerapan hukum dan penemuan hukum dalam setiap mengambil

pertimbangan dan putusan atas suatu sengketa tata usaha negara.
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